BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka yang menjadi

kesimpulan pada penelitian ini adalah Kapasitas Kepemimpinan Pemerintah desa

dalam penertiban hewan ternak adalah

1.

Kurangnya kesadaran diri dari sebagian masyarakat untuk membantu pemerintah
desa dalam mewujudkan ketententraman dan ketertiban yang ada di lingkungan
desa.

Sikap cuek dan tidak mau peduli dengan apa yang sedang terjadi di
lingkungannya dan minimnya partisipasi dari masyarakat. Ini merupakan Faktor
terbesar yang menjadi penghambat pemerintah desa dalam mewujudkan

ketentraman dan ketertiban untuk mencapai kesejahteraaan.

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat diambil untuk menjadi catatan bagi pihak terkait

diataranya :

1.

Diharapkan Pemerintah Desa Lasaen untuk selalu mensosialisasikan Perdes
tentang penertiban ternak ini kepada masyarakat agar masyarakat bisa tahu dan
tidak ada alasan lagi untuk masyarakat membiarkan ternaknya lepas dan
menimbulkan keresahan bagi masyarakat banyak.

Pemerintah di Desa Lasaen melalui instansi yang terkait dengan perdes tersebut

harus tegas dalam menjalankan dan memberikan sanksi sesuai dengan isi perdes
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Nomor 08 Tahun 2018 tentang Penertiban Ternak tersebut agar menimbulkan
efek jera bagi masyarakat yang melanggar perdes tersebut.

Perlu dibuat pagar batas wilayah desa yang jelas antara desa Lasaen dengan
Desa Besikama.

Diharapkan kepada pemilik hewan ternak agar lebih bertanggungjawab dalam
memelihara ternaknya agar tidak mengganggu ketentraman umum dan

menimbulkan kerugian pada masyarakat.
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